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BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Menimbang

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SORONG,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Sorong Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi
Tempat Penginapan /Pesanggrahan / Vila tarif, Retribusi
paling lama 3 (tiga) tahun dapat ditinjau kembali dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan
pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan peraturan bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan  Tarif Retribusi Penginapan /
Pesanggrahan / Vila;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat da kabupaten kabupaten Otonom
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,
Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Komisi Pe
berantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);



Menetapka
n

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 20 Tahun 2013

tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
(Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANGPERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah Otonom.



3. Bupati adalah Bupati Sorong.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah dibidang Pariwisata.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu dibidang perpajakan dan
retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sorong.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sorong.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.

10.Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi dan badan.

11. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pembayaran Retribusi atas
pelayanan Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan, dimiliki dan /atau
dikelola oleh pemerintah daerah.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan
penyetoran.

BAB II

BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 2

Besaran Tarif Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagai berikut :

Nama

Penginapan /Pesanggrahan/Villa Tipe Kamar Tarif

1. Deluxe Room Double Bed | Rp375.250,00
2. Superior Room Twin Bed | Rp474.000,00
Batanta Beach Hotel
3. Superior Room Single Bed | Rp296.250,00
4. Standar Room Twin Bed Rp316.000,00

5. Standar Room Single Bed | Rp276.500,00

6. Room Tansit Rp 2% room rate

Pasal 3

Penerimaan Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan pendapatan
daerah yang harus disetorkan ke Kas Umum Daerah.




1)
()

)

4)

Pasal 4

Pembayaran Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Vila harus dilakukan
secara tunai atau lunas.

Pembayaran Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Vila harus dilakukan di
Kas Daerah melalui bendahara Penerimaan Dinas.

Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran,
penundaan pembayaran dan bentuk, isi Surat Keterangan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Vila Wajib Retribusi Industri
melakukan pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dan
mendapat resi tanda lunas yang telah divalidasi.

BAB III

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Pasal 5

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

(2)

()

()

)

Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan pertumbuhan
ekonomi.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 6

Pemanfaatan dari penerimaan pembayaran masing-masing Retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Penerimaaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus ditetapkan
target penerimaan setiap tahunnya.

Ketentuan alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat(l) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja setiap tahunnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan-ketentuan lainnya dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila masih tetap dilaksanakan dan berlaku
sesuai peraturan Perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 5 Juni 2018

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 00




